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BUPATI TUBAN 

PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI TUBAN 

NOMOR 9 TAHUN2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TUBAN NOMOR 78 TAHUN 2016 

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAII YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 122 ayat (6) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diu bah kedua 

kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011, pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran 

Belanja jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak 

cukup tersedia dalam APBD; 

c. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 

Anggaran 2017 dan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 

tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik, terdapat 

perubahan pagu alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan 

penggunaannya, sehingga perlu disesuaikan; 

d. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 40 ayat (3) sampai dengan ayat (7) 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang 

Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, 

Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, jika terdapat Sisa Dana 

Desa di RKUD maka dapat dianggarkan kembali dan dilakukan 

penyesuaian dalam Perubahan Peraturan Bupati tentang 

Penjabaran APBD; 
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e. bahwa sesuai Surat Menteri Keuangan Tanggal 12 Januari 2017, 

Nomor S-147/PK/2017 perihal Penyaluran Kembali Sebagian 

DAU Tahun Anggaran 2016, sehingga anggaran pendapatan DAU 

pad a APBD 2017 harus disesuaikan; 

f. bahwa Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 30 Desember 2016, 

Nomor 977 /5065/SJ perihal penegasan pembentukan dan 

penganggaran Unit Pemberantasan Pungli Tingkat Provinsi, 

Kabupaten/Kota, karena pada APBD 2017 belum dianggarkan 

maka perlu disesuaikan; 

g. bahwa Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 136 Tahun 2016 

tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada 

Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 

Anggaran 2017, terdapat tambahan alokasi DBHCHT tahun 2017, 

sehingga perlu disesuaikan; 

h. bahwa sesuai Surat Gubernur Nomor 903/ 12529/202/2016 

perihal pagu anggaran definitif belanja bantuan keuangan 

khusus kepada Kabupaten/Kota pada APBD Provinsi Jawa Timur 

Tahun Anggaran 2017 dan Surat Gubernur Nomor 

412.2/400/ 112.3/2017 periha! Penyampaian pagu definitif 

belanja bantuan keuangan khusus kepada Kabupaten/Kota pada 

APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, terdapat perubahan 

alokasi dana bantuan keuangan Provinsi sehingga perlu 

disesuaikan; 

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a sampai dengan huruf i, maka perlu melakukan 

perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 201 7 dan menetapkannya kembali dalam suatu 

Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalarn Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1965 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana te!ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 2015 ten tang Perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1 I. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah ketiga kali 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

14, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 
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19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5161); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5219); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 

Tenaga Kependidikan; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 
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28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2007 Seri E Nomor 21); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor l); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri B Nomor 1); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 4); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 8); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C 

Nomor 8); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Pihak Ketiga 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 

Tuban Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 06); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor l); 
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40. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 02 Tahun 2012 

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Toban 

Tahun 2012 Seri C Nomor 2); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 3); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri B 

Nomor 01); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 05 Tahun 2012 

tentang 

(Lembaran 

Nomor 5); 

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 06 Tahun 2012 

tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C 

Nomor 6); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 7); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 12 

Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban Tahun 2016 

Seri C Nomor 2); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tu.ban Nomor 23 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017; 

48. Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 201 7; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI TUBAN NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2017 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tuban Nomor 78 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7 

pada Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 semula Rp. 2.359.296.679.985,89 

berkurang sebesar (Rp. 11.931.322. 174,00) sehingga menjadi 

Rp.2.347.365.357.811,89 dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan : 

a. Semula 

b. Berkurang 

Jumlah Pendapatan setelah 

Perubahan 

2. Belanja: 

a. Semula 

b. Berkurang 

Jumlah Belanja setelah 

Perubahan 

(Defisit) 

3. Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp. 2.275.235.364.022, 76 

(Rp 69.047.316.914,00) 

Rp. 2.206.188.047.108,76 

Rp. 2.359.296.679.985,89 

(Rp. 11.931.322.174,00) 

Rp. 2.347.365.357.81 l,89 

(Rp. 141.177.310.703,13) 

Rp. 86.369.008.270,82 

Rp. 57.115.994.740,00 

Jumlah penerimaan setelah Rp. 143.485.003.010,82 
Perubahan 

b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah 

Rp. 

Rp. 

2.307.692.307,69 

0,00 
Jumlah pengeluaran setelah Rp. 

Perubahan 
2.307.692.307,69 

4. Pembiayaan Neto 

a. Semula 

b. Bertambah 

Jumlah Pembiayaan Neto 

Sete]ah Peru bah an 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 

Tahun Berkenaan setelah Perubahan 

Rp. 84.061.315.963,13 

Rp. 57.115.994.740,00 

Rp. 141.177.310.703,13 

Rp. 0,00 
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2. Ketentuan dalam 1ampiran I diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini. 

3. Ketentuan dalam lampiran II diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Toban. 

Diundangkan di Tuban 

pada tanggal 27 Peb:ruari 2017 

SEKRETARIS DAERAH 

f KABUPATEN TUBAN, 

/ BUDIWI A 

Ditetapkan di Tuban 

pad a tanggal 'Z7 Pe lxr=; 2017 

If H. FATHULHUDAJ 

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI A NOMOR 1 


